NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG
Nomor : W1-A15/924/11M.00/10/2021
DENGAN

1. KEPOLISIAN RESOR ACEH TAMIANG
Nomor : 02/10/HUK.8.1/2021

2. KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG
Nomor : B-04/L.1.15/Gs/10/2021

3. LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALASIMPANG
Nomor : W1.PAS.PAS.4-2296.HH.05.05 Tahun 2021

4, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Nomor : 450/2095

TENTANG
PENGINTEGRASIAN SISTEM PENANGANAN PERKARA JINAYAT
BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI
APLIKASI SISTEM JINAYAT TERINTEGRASI
(SLTINTER)

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu,
bertempat di Kantor Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang, kami yang bertandatangan di

bawah ini :

1. Nama : Dangas Siregar, S.H.1., M.H.
NIP : 19790603 200704 1 001
Jabatan : Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang
Alamat : Jalan Sekerak Kampung Bundar - Karang Baru

Komplek Perkantoran Pemkab. Aceh Tamiang
Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Mahkamah
Syar’iyah Kualasimpang Kelas II, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
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2. Nama
NRP
Jabatan

Alamat

: AKBP. Imam Asfali, S.I.LK
: 78121252
: Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang

: Jalan Ir. H. Juanda No. 80 Karang Baru - Aceh Tamiang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Kepolisian
Resor Aceh Tamiang, untuk selagjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. Nama
NIP
Jabatan

Alamat

: Agung Ardyanto, S.H.

: 19740504 199803 1 004

: Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang

: Jalan Ir. H. Juanda Desa Kebun Tanah Terban - Karang Baru

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan terscbut dan sah mewakili Kejaksaan
Negeri Aceh Tamiang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

4. Nama
NIP
Jabatan

Alamat

: Atmawijaya, S.H., M.Hum
: 19650919 198903 1 001
: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kualasimpang

: Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru

Kabupaten Aceh Tamiang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Lembaga
Pemasyarakatan Kualasimpang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT;

5. Nama
NIP

Jabatan

Alamat

: drh. Asma’i
: 19661213 199403 1 009
: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Kabupaten Aceh Tamiang

: Jalan Medan-Banda Aceh Kampung Tanah Terban Karang Baru

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Satuan Polisi

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang, untuk selanjutnya
disebut PIHAK KELIMA;
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PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PTHAK KEEMPAT dan
PIHAK KELIMA, selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

3. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia;

4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

5. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

6. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak;

7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atas keinginan bersama dalam membangun dan mewujudkan keterpaduan sistem

penyelesaian perkara jinayat demi tatanan penegakan hukum yang lebih baik dan

meningkatkan kinerja lembaga-lembaga penegak hukum, PARA PIHAK sepakat untuk

membuat suatu Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding) untuk

selanjutnya disebut dengan MoU dalam hal administrasi Penyelesaian Perkara Jinayat

berbasis Teknologi informasi, sebagaimana diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

ASAS
Pasal 1

MoU ini berasaskan efektif, efesien, transparan, dan akuntable yang berlandaskan

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.
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MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Membangun dan menggunakan sistem penanganan perkara sejak penyidikan,
pra penuntutan, penuntutan, persidangan sampai dengan eksekusi dengan
basis Teknologi Informasi.

2. Membangun bank data terpusat (Centralized Database) penanganan perkara
sejak penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, persidangan sampai dengan
eksekusi dengan basis Teknologi Informasi melalui Aplikasi SIJINTER
Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang.

RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3
MoU ini meliputi administrasi penanganan perkara jinayat di Wilayah Hukum
Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang kepada Para
Pihak dalam MoU ini.

PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 4

1) PIHAK PERTAMA memberikan akses sesuai kesepakatan kepada PTHAK
KEDUA, PTHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA

2) PIHAK KEDUA memasukkan seluruh data penyidikan ke dalam sistem yang
berhubungan dengan kewenangan penyidik.

3) PIHAK KETIGA memasukkan seluruh data pra penuntutan, penuntutan
ke dalam sistem yang berhubungan dengan kewenangan Penuntut Umum.

4) PIHAK KEEMPAT memasukkan seluruh data persidangan ke dalam
sistem yang berhubungan dengan kewenangan, izin penyitaan,
perpanjangan penahanan dan petikan putusan

5) PIHAK KELIMA memasukkan seluruh data persidangan ke dalam sistem yang

berhubungan dengan kewenangan penyidikan
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Pasal 5

Teknis pelaksanaan terhadap MoU ini akan diatur dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang akan ditetapkan oleh PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pertemuan rutin Triwulan (tiga bulan
sekali), untuk mengevaluasi pelaksanaan program serta hal-hal teknis lainnya
yang muncul dalam penyelesaian penanganan perkara pidana demi tercapainya
keterpaduan Sistem Peradilan finayat di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang dan Kabupaten Aceh Tamiang

Hasil pertemuan rutin Triwulan sebagaimana ayat (2) di notulen, dan diteruskan
kepada PARA PTHAK.

Dalam rangka pelaksanaan MoU ini, PARA PIHAK sepakat untuk membangun
mekanisme hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan
kerjasama.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pengembangan terhadap sistem di
institusi masing-masing dan saling mengkoordinasikan antar PARA PIHAK

dalam forum pertemuan rutin Triwulan (tiga bulan sekali).

JANGKA WAKTU
Pasal 6
MoU ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
MoU ini akan berakhir atau tidak berlaku dengan sendirinya apabila ada
ketentuan perundang-undangan mengatur lain, atau apabila ditentukan lain oleh

PARA PIHAK dikemudian hari.
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Pasal 7
LAIN - LAIN

MoU ini di buat rangkap 5 (Lima) bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang
sama masing-masing di berikan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK
KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PTHAK KELIMA.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
KETUA MAHKAMAH SYAR’'IYAH KEPALA KEPOLISIAN RESOR
KUALASIMPANG )P ACEH TAMIANG

SIREGAR, S.H.I., M.H. AKBP. IMAM ASFALIL S.1.K
NIP. 19790603 200704 1 001 NRP. 78121252

PIHAK KETIGA MPAT
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA LEMBAGA/PEMASYARAKATAN
ACEH TAMIANG SIMPANG

ATMAWIJAYA, S.H., M.Hum
IP. 19650919 198903 1 001

AGUNG ARDYANTO, S.H.
NIP. 19740504 199803 1 004

PIHAK KELIMA
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

= Q

drh. ASMA’T
. 19661213 199403 1 009
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